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Abstract: Researcher discusses the problems effectiveness of mediation in Class 1A Religious Court of Bengkulu. In the
first study that has been conducted by researchers at the Class 1A Religious Court of Bengkulu City found information
about the low success of the mediation conducted by a judge mediator and the sheer number divorce cases in Class 1A
Religious Court of Bengkulu. Based on the description above, the formulation of the problem: How is the effectiveness of
mediation in preventing divorce conducted by the Religious Court of Bengkulu City Class 1A. And the factors that become
supporting and inhibiting the success of mediation in Class 1A Religious Court of Bengkulu City . In this thesis the author
uses the method used in the study of this law is the juridical sociological. Results from this study is the author concluded
that the mediation is conducted in the Religious Court of Bengkulu City Class 1A by following the reference of PERMA No.
01 of 2008 has not been effective although there are successful but still very low, many factors are the cause of which is the
level of compliance in the community through the process of mediation is still very low, culture of people who argue that
divorce is not a disgrace to individuals and families and the quality of the judges appointed as a mediator is still uneven
and there are only four (6) judges who have attended mediation training organized by the Supreme Court Republic of
Indonesia.
Keywords: Effectiveness of Mediation, Divorce Prevention
Abstrak: Peneliti membahas permasalahan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu. Dalam
penelitian pertama yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu didapati tentang
kecilnya keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan banyaknya jumlah perkara perceraian yang
ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya: Bagaimana
efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu. Dan
Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A
Kota Bengkulu. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
hukum ini adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menyimpulkan bahwa mediasi yang dilaksana-
kan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu dengan mengikuti acuan dari PERMA No 01 Tahun 2008 belum efektif
walau ada yang berhasil tapi masih sangat rendah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah tingkat
kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi masih sangat rendah, budaya masyarakat yang beranggapan
bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga dan kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator
masih kurang merata dan hanya ada 6 (enam) orang hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan
oleh Mahkamah Agung RI.
Kata kunci: Efektivitas Mediasi, Pencegahan Perceraian
Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu peristiwa
sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia
diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan me-
rupakan suatu hubungan antara dua jenis
makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk
membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu
keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan
untuk melangsungkan kehidupan manusia itu
sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka
sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses
seseorang dalam menuju ke jenjang perkawinan
beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi
ada pula yang penuh dengan liku-liku dan bahkan
mengalami kesulitan-kesulitan.
Dalam perkawinan, putusan cerai akan
dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya
perdamaian benar-benar tidak berhasil dilaku-
kan, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang
mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta
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menjiwai karakter kedua belah pihak yang
sedang berperkara, peran mediator ini hanya
bersifat imparsial atau penengah pada semua
pihak, dan sebagai pihak yang berusaha untuk
membicarakan kepada kedua belah pihak
yang sedang bersengketa untuk mencari dan
menemukan solusi yang dapat diterima secara
baik.1
Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk
mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk
membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak
tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga
muara akhir mediasi yang dituangkan dalam
bentuk akta perdamaian merupakan pilihan
paling baik dari para pihak  yang didasari dengan
keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta
kepiawaian mediator sangat penting untuk me-
nyelesaikan perselisihan diantara kedua belah
pihak ini. Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan oleh
ketua Mahkamah Agung pada 31 Juli 2008.
Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti
dalam tahun 2014 ada 682 kasus perceraian yang
terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A
dan  185 kasus penceraian yang dimediasi terjadi
di pengadilan Agama Kota Bengkulu dan hanya  4
pasang yang tidak jadi untuk bercerai. Pengadilan
Agama Bengkulu Kelas 1A dalam menangani
perkara perceraian lebih mengaktifkan peran
hakim untuk menjadi mediator. Pengadilan
Agama Kota Bengkulu, merupakan salah satu
pengadilan agama di Kota Bengkulu yang jumlah
perkara yang besar. Pada tahun 2015, Pengadilan
Agama Bengkulu Kelas 1A Menangani berkas
Proses perceraian hingga 776 pasang, jumlah
ini tentu tidak sedikit. dan 192 kasus penceraian
yang dimediasi terjadi di pengadilan Agama Kota
Bengkulu dan hanya 2 pasang yang tidak jadi
untuk bercerai.2
Rumusan Masalah
1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pen-
cegahan perceraian yang dilakukan oleh
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung
dan penghambat keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A?
1 Efi Sofiah, ”Putusan Perdamaian dan Penerapannya di
Pengadilan Agama”, dalam Jaih Mubarok (ed.), Peradilan Agama
di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 123
2 Wawancara dengan ibu Fani Panitera Hukum di Pengadilan
agama Kota Bengkulu
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Mediasi
dalam Pencegahan Perceraian yang dilakukan
oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja
yang menjadi pendukung dan penghambat




Secara konsepsional, inti dari penegakan
hukum adalah bagaimana terjadinya sebuah
keselarasan hubungan nilai-nilai yang ter-
jabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dapat
mengejawantah dalam jiwa masyarakat sehingga
tercipta kedamaian, ketentraman, dan ketertiban.
Gangguan terhadap penegakan hukum dapat
saja terjadi. Hal ini terjadi apabila terjadi ketidak-
serasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku
dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan
bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata
pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam
kenyataan di Indonesia cenderung demikian.
Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam
pergaulan hidup bila pelaksanaan aturan dalam
undang-undang ternyata malah menyulitkan
masyarakat.
Berdasarkan teori efektivitas hukum yang
dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau
tidaknya suatu hukum ditentukan oleh  5 (lima)
faktor. Diskresi berasal dari bahasa Inggris
discreation yang berarti kewenangan berupa
kebebasan bertindak pejabat negara, atau me-
ngambil keputusan menurut pendapat sendiri,
demi pelayanan publik yang bertanggung jawab.
Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga
dampak positif atau negatifnya terletak pada
isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut
adalah sebagai berikut:3
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama
ini menurut Soerjono Soekanto dengan
undang-undang dalam arti materil adalah
peraturan tertulis yang berlaku umum dan
dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah
yang sah. Masalah-masalah umumnya disini
adalah, antara lain:
3 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 7
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2. Faktor penegak hukum. Ruang lingkup
dari istilah “penegak hukum” adalah luas
sekali, oleh karena mencakup mereka yang
secara langsung dan secara tidak langsung
berkecimpung di bidang penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana
hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,
cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa
manusia di dalam pergaulan hidup.
Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan
mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat
ukur penelitian ini. Adapun teori efektifitas ini
bersifat netral. Ia akan dikatakan efektif bila
berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif
bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan
istilah positif bagi keefektifan dan negatif bagi
ketidakefektifan.Demikian teori efektivitas hukum
hasil pemikiran Soerjono Soekanto.
2. Teori Pencegahan
Konsep pencegahan pada kejahatan (crime
prevention) menurut the national crime prevention
institute is defines crime prevention as the
anticipation, recognition and appraisal of a crime
risk and the initation of some action to remove
or reduce it. Difinisi pencegahan pada kejahatan
adalah antisipasi, identifikasi  dan estimasi resiko
akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi
atau sebuah tindakan untuk menghilangkan
atau mengurangi kejahatan. Menurut Robert L.
O’blok menyatakan bahwa kejahatan adalah
masalah sosial, maka pencegahan kejahatan
yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai
pihak.4
Selain konsep diatas, pengertian pencegahan
secara umum pada dasarnya ada beberapa
penataan sistem yang harus dilakukan bertujuan
agar dapat bekerja dengan baik yaitu :
1. Pendekatan terpadu atau metode
2. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat
yang keduanya merupakan subjek dari segala
aktivitas pengamanan
3. Situasi aman sebagai objek pengamanan
masyarakat
Sedangkan pencegahan perceraian pada
4 O’blok L. Robert, security and crime prevention, (CV Mosby
Company, St Louis, 1981) ,hal. 1-3
khususnya tidak jauh berbeda dengan pencegahan
pada kejahatan pada umumnya hanya yang mem-
bedakan mungkin dari cara atau strategi yang
digunakan yang salah satunya adalah pencegahan
dengan pendekatan Situasional (Situasional
Prevention) yang merupakan salah satu berbagai
teori pencegahan yang menggunakan bentuk
strategi pencegahan yang diterapkan dalam
suatu lingkungan atau keadaan tertentu. Bentuk
dari pendekatan Situasional adalah pencegahan
yang cenderung memusatkan perhatiannya pada
pengembangan langkah-langkah berjangka
pendek dalam suatu pencegahan yang bertujuan
untuk pengamanan suatu keadaan.
3. Teori Cerai
a. Dasar Hukum Perceraian (Talak)
Hidup dalam hubungan perkawinan itu
merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.
Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya
melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu
menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan
menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan
itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau
dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran
dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu
untuk terjadinya perceraian. Dengan demikan
pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah
sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah
Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini
dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan
terjadinya talak itu dengan berbagai penahapan
seperti dalam permasalahan nusyuz.
Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi
tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai
berikut:
1. Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan
rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan
dan seandainya dipertahankan kemudaratan
yang akan lebih banyak timbul;
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang
perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-
pihak yang dirugikan dengan perceraian itu
sedangkan manfaatnya juga akan terlihat;
3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian
yang harus dilakukan oleh hakim terhadap
seorang yang telah bersumpah untuk tidak
menggauli istrinya sampai masa tertentu,
sedangkan ia tidak mau pula membayar
kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan
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istrinya. Tindakanya itu memudaratkan istrinya.
4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan,
sedangkan istri dalam keadaan haid atau
suci yang dalam masa itu ia telah digauli.5
b. Macam-Macam Talak
Secara garis besar ditinjau dari boleh atau
tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi
dua macam, sebagai berikut yaitu:
a) Talak Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami
terhadap istrinya yang telah pernah digauli,
bukan karena memperoleh ganti harta dari istri,
talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang
kedua kalinya. Dan suami masih mempunyai
hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah
talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu.6
b) Talak Ba’in, yaitu talak yang tidak memberi hak
merujuk bagi mantan suami terhadap mantan
istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri
ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan
suami harus melalui akad nikah baru, lengkap
dengan rukun dan syarat-syaratnya.
c. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang
Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam, prosedur perceraiannya
diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP
No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya sebagai
berikut:
Seorang suami yang bermaksud menceraikan
atau menjatuhkan talak kepada istrinya, dapat
mengajukan surat pemberitahuan kepada
Pengadilan Agama di tempat kediamannya,
pemberitahuan ini harus disertai dengan
alasan-alasan dan memohon agar diadakan
sidang untuk maksud tersebut.
Pengadilan Agama akan meneliti dan mem-
pelajari isi surat pemberitahuan tersebut dalam
waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah di-
terimanya pemberitahuan, dilanjutkan dengan
memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan
dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu
yang berkenaan dengan maksud melaksanakan
perceraian.
Setelah menerima penjelasan dari pasangan
suami istri, kemudian Pengadilan Agama berusaha
mendamaikan kedua belah pihak dengan
meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan
dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.
Bila usaha perdamaian ini gagal dan Pengadilan
Agama berpendapat cukup   alasan untuk men-
jatuhkan talak, maka dilanjutkan sidang berikutnya
untuk mendengar dan menyaksikan ikrar talak
tersebut. Setelah mengikrarkan talaknya (yang
juga dihadiri oleh istri atau wakilnya), suami
menandatangani surat ikrar talak yang telah
disediakan.
Ketua Pengadilan Agama membuat surat
keterangan tentang terjadinya talak tersebut
dengan rangkap empat, salinan pertama beserta
surat talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat
Nikah dalam wilayah tempat tinggal suami
untuk diadakan pencatatan, salinan kedua dan
ketiga masing-masing diberikan kepada suami
istri sedangkan salinan ke empat disimpan oleh
Pengadilan Agama.
Selanjutnya ditentukan jika Pegawai Pencatat
Nikah di tempat suami berbeda dengan Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan mereka
dilangsungkan. Perceraian tersebut terjadi pada
saat dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.
Menurut pasal 29 Peraturan Menteri Agama
No. 3 Tahun 1975 menerangkan bahwa dengan
terjadinya talak, maka kutipan akta nikah
masingmasing suami istri ditahan oleh Pengadilan
Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat
catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan
akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan
telah menjatuhkan atau dijatuhi talak. Catatan
tersebut di atas berisi: tempat terjadinya talak,
tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal
surat keterangan terjadinya talak dan tanda
tangan panitera. 7 Selanjutnya peraturan tersebut
dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam
pada bagian kedua tentang tata cara perceraian
pasal 129 sampai dengan pasal 148.8
4. Teori Mediasi
a) Berbagai Bentuk Mediasi Dalam Masyarakat
Indonesia
Penyelesaian sengketa alternatif telah lama
digunakan oleh masyarakat tradisional di
Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2006). hal. 201.
6 H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian
Fikih Nikah Lengkap),
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 231.
7 Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, Sejarah
Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan  di Belanda,
hal. 151.
8 Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia,
2005),hal. 41.
AGUNG SUPRA WIJAYA: Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama | 5
di antara mereka. Penyelesaian sengketa
alternatif secara tradisional dianggap efektif dan
merupakan tradisi yang masih hidup di dalam
masyarakat.9
Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia
telah mempraktekkan Mediasi dalam pe-
nyelesaian konflik, sebab mereka percaya bahwa
dengan melakukan usaha damai maka akan
mengantarkan mereka dalam kehidupan yang
harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-
nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan
bermasyarakat.
Beberapa daerah di Indonesia menganggap
bahwa kepala desa atau kepala suku masih
dianggap kekuasaan tertinggi dalam memimpin
desa, dan sebagai perantara atau memberikan
keputusan dalam persengketaan antara rakyat.
Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak
lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-
lembaga adat seperti peradilan desa atau yang
disebut dengan peradilan adat. Biasanya yang
bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut
adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan
ulama. Kewenangan dari hakim peradilan adat
ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian
saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa
dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi
ke dalam pengertian pidana, perdata, publik.
b) Pelembagaan Mediasi
Perundang-undangan Indonesia mengandung
prinsip bahwa Musyawarah dan Mufakat yang
berujung damai juga digunakan dalam lingkungan
Peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa
perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan
Perundang-undangan sejak masa Kolonial
Belanda sampai sekarang.
Mediasi dengan landasan Musyawarah menuju
Kesepakatan damai, mendapat pengaturan
tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-
Belanda maupun dalam produk hukum Indonesia
sekarang. Pengaturan Alternatif Penyelesaian
Sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting,
karena Indonesia merupakan Negara Hukum.
Mediasi sebagai Institusi Penyelesaian Sengketa
dapat dilakukan oleh Hakim di Pengadilan atau
pihak lain yang berada di luar Pengadilan, akibat
dari itu dalam keberadaan Mediasi diperlukan
9 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia
(Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), hal. 247.
aturan hukum. Untuk itu Pemerintah Indonesia
memberlakukan aturan yang mengatur Mediasi
di Indonesia, yaitu:
a. HIR Pasal 130/Rb.g Pasal 154.
Sebenarnya sejak semula pasal 130 HIR
maupun pasal 154 Rbg mengenal dan
menghendaki penyelesaian sengketa melalui
cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua
belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri
dengan pertolongan ketua mencoba akan
memperdamaikan mereka. Selanjutnya ayat
(2) mengatakan: Jika perdamaian yang
demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu
bersidang, diperbuat sebuah (akta) tentang itu,
dalam mana kedua belah pihak dihukum akan
menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat
mana akan berkekuatan dan  akan dijalankan
sebagai putusan yang biasa. Dari bunyi pasal
diatas dapat disimpulkan bahwa hukum acara
perdata menghendaki penyelesaian perkara
dengan perdamaian daripada proses putusan
biasa.
5. Tahapan-Tahapan Mediasi
a. Tahapan Pra Mediasi
Tahap Pra Mediasi yang diatur dalam Pasal
7 sampai dengan Pasal 12, PERMA Nomor 1
Tahun 2008, yaitu tahap awal dimana pada
sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis
Hakim memberikan penjelasan kepada para
pihak tentang apa yang dimaksud dengan
Mediasi dan kewajiban para pihak menempuh
Mediasi dalam berperkara. Selanjutnya para
pihak diberi hak untuk memilih Mediator yang
telah disusun dalam daftar Mediator yang telah
ditetapkan oleh ketua Pengadilan yang berasal
dari hakim pengadilan baik yang telah memiliki
sertifikat Mediator maupun hakim yang belum
bersertifikat Mediator dan dari berbagai kalangan
dan bersertifikat serta memenuhi kriteria yang
diatur dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008
yang ada dalam daftar Mediator Pengadilan.
Setelah para pihak sepakat memilih mediator
atau ketua majelis menunjuk mediator, maka
ketua majelis membuat penetapan tentang
penunjukan mediator dalam perkara yang sedang
diproses dan guna memberikan kesempatan
kepada mediator untuk menjalankan fungsinya,
maka ketua majelis menunda persidangan
dengan menetapkan hari sidang berikutnya dan
memerintahkan para pihak untuk hadir kembali
pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
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tanpa dipanggil lagi oleh jurusita pengganti atau
ketua majelis menunda persidangan untuk waktu
yang akan ditentukan kemudian dan untuk itu
para pihak akan dipanggil kembali oleh Jurusita
Pengganti. Selanjutnya ketua majelis menutup
persidangan.
Pada tahap pra mediasi mediator melakukan
beberapa langkah antara lain, membangun ke-
percayaan diri, menghubungi para pihak,menggali
dan memberikan informasi awal mediasi,
fokus pada masadepan, mengoordinasikan
pihak bertikai, mewaspadai perbedaanbudaya,
menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan
pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan
menciptakan rasaaman bagi kedua belah pihak
untuk bertemu dan membicarakan perselisihan
mereka.10
b. Tahap-tahap Proses Mediasi
Mediasi dalam litigasi dilaksanakan pada
setiap tahapan litigasi dan majelis hakim
berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian
hingga sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana
yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal
13 sampai dengan Pasal 22.
Setelah persidangan ditunda ketua majelis,
maka para pihak dibantu oleh Petugas me-
nemui mediator yang telah ditetapkan untuk
mengadakan pertemuan di ruang Mediasi.
Petugas menyerahkan resume perkara kepada
Mediator dan selanjutnya Mediator mempelajari
secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang
berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok
sengketa antara para pihak. Selanjunya mediator
memulai sesi Mediasi dengan terlebih dahulu
memperkenalkan diri dan masing-masing pihak,
selanjutnya mediator memeriksa surat kuasa
khusus untuk Mediasi bila para pihak diwakili
kuasa.
Mediator menerangkan kepada para pihak
tentang dan posisi dirinya dalam rangka
membantu para pihak menemukan solusi
terhadap sengketa mereka, mengemukakan
aturan Mediasi yang dapat disepakati bersama
dan menekankan bahwa otoritas pengambilan
keputusan tetap berada ditangan para pihak.
Jika Mediator merasakan cukup atas informasi
yang diperoleh dari sejumlah dokumen dari para
pihak, maka tugas Mediator adalah menentukan
10 Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans,
Peace Skill, PanduanMediator terampil Membangun Perdamaian.
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius,2006), hal. 63-67.
jadwal pertemuan dengan para pihak yang
bersengketa guna menyelesaikan proses Mediasi.
Proses Mediasi berlangsung, paling lama 40
(empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang
atas dasar kesepakatan para pihak paling lama
14 (empat belas) hari kerja, dan jika diperlukan
atas dasar kesepakatan para pihak, Mediasi dapat
dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan
alat komunikasi.11
Apabila mencapai kesepakatan maka para
pihak dengan bantuan mediator wajib me-
rumuskan secara tertulis kesepakatan yang
dicapai dan ditandatangani oleh para pihak
dan mediator. Jika dalam proses mediasi para
pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak
wajib menyatakan secara tertulis persetujuan
atas kesepakatan yang dicapai.12 Sebelum para
pihak menandatangani kesepakatan, mediator
memeriksa materi kesepakatan perdamaian
untuk menghindari ada kesepakatan yang
bertentangan dengan hukum atau yang tidak
dapat dilaksanakan setelah proses mediasi
berjalan.
Tahapan mediasi ini dimana para pihak
hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan,
yang telah mereka tuangkan bersama dalam
suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan yang
dibuat para pihak harus memenuhi beberapa
persyaratan, yaitu:13 “Kesepakatan perdamaian
berbentuk tertulis, pihak yang membuat ke-
sepakatan perdamaian adalah pihak yang
mempunyai kekuasaan serta seluruh pihak yang
terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan
perdamaian”.
11 Lihat pasal 13 PERMA nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan yaitu  : (1) Dalam waktu paling lama 5
(lima) hari  kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang
disepakati,  masing-masing pihak dapat menyerahkan resume
perkara kepada satu sama lain dan kepadamediator.(2)  Dalam
waktu paling  lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal
memilih mediator,masing~masing pihak dapat menyerahkan
resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.(3) Proses
mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja
sejak mediator dipilih oleh parapihak atau ditunjuk oleh ketua
majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5)
dan(6).(4) Atas  dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu
mediasi dapat diperpanjang paling  lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3: (5) Jangka waktu proses mediasi tidak
termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. (6) Jika diperlukan
dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan
secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
12 Lihat pasal 17 ayat 2 PERMA nomor 1 tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
13 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (
Jakarta Sinar Grafika, 2011), hal.229.
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Pasal 1851 KUH Perdata menggariskan me-
ngenai bentuk persetujuan, yaitu harus berbentuk
akta tertulis, boleh akta dibawah tangan yang
ditandatangani kedua belah pihak dan dapat
juga berbentuk akta autentik, tidak dibenarkan
persetujuan dalam bentuk lisan dan setiap
persetujuan yang tidak dibuat secara tertulis,
dinyatakan tidak syah.14
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
hukum empiris atau yuridis sosiologis. Menurut
Mudjia Rahardjo istilah empiris artinya bersifat
nyata dengan makna lain adalah usaha mendekati
masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang
nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup
dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan
hukum empiris harus dilakukan di lapangan
dengan menggunakan metode dan tehnik
lapangan. Peneliti harus melakukan kunjungan
kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan
anggota masyarakat.15 Sedang Cik Hasan Bisri
menyatakan bahwa penelitian sosiologis atau
empiris telah menggambarkan secara detail dan
mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena
dari objek penelitian yang diteliti dengan cara
mengembangkan konsep serta menghimpun
kenyataan yang ada.16
Pembahasan
1. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan
Mediasi
Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat
dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan peng-
hambat selama proses mediasi. Berikut faktor-
faktor pendukung keberhasilan mediasi:
a. Kemampuan Mediator.
Mediator yang pandai mengelola konflik dan
berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan
adanya titik temu antara para pihak akan
mudah mendorong terjadinya perdamaian.
Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator
14 Pasal 1851 KUHPerdata “Perdamaian adalah suatu per-
setujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan
atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu
perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah
timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”.
15 Mudjia Rahardjo, “Penelitian Sosiologis Hukum Islam”, http://
mudjiarahadjo.uinmalang.ac.id/2011/08/11/penelitian-sosiologis-
hukum-islam/,diakses tanggal 15 february 2016
16 Cik Hasan Bisri, model penelitian fiqih jilid 1: Paradigma
Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Perseda,2004),hal. 18-19.
berpengaruh akan keberhasilan mediasi.
Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk
mengungkap apakah permasalahan diantara
para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam
memberikan solusi, sehingga para pihak
berhasil menyelesaikan masalahnya dengan
damai dan baik.17
b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.
Kondisi sosial para pihak menentukan akan
keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang
wanita yang menggugat cerai suaminya
akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-
anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki
pekerjaan atau memiliki penghasilan namun
khawatir kekurangan akan berfikir ulang
untuk menggugat cerai suaminya. Namun,
wanita yang sudah memiliki pekerjaan
tetap dan bahkan penghasilan yang cukup,
kecenderungan untuk berpisah dengan
suaminya lebih kuat.
Kondisi psikologis para pihak dapat mem-
pengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang
yang ingin berpisah dengan pasangannya
pasti telah merasa ketidaknyaman bahkan
penderitaan fisik maupun psikis yang
berlangsung lama. Semakin besar tekanan
yang ada pada diri seseorang, berarti semakin
besar pula keinginannya untuk berpisah
dengan pasangannya. Faktor intern dari
para pihak terutama faktor kejiwaan dapat
mendukung keberhasilan mediasi.18
c. Moral dan Kerohanian.
Prilaku para pihak yang baik dapat me-
mudahkan mediator untuk mengupayakan
perdamaian. Namun, prilaku yang buruk
dapat menjadikan salah satu pihak tidak
mau kembali rukun karena bila kembali
dalam ikatan perkawinan akan memperburuk
kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian
seseorang berpengaruh pada keberhasilan
mediasi.19
d. Iktikad Baik Para Pihak.
Saat proses mediasi berlangsung, mediator
berperan sebagai penengah yang berusaha
mendamaikan para pihak. Namun sebaik
17 Wawancara dengan bapak Rozali, Hakim Mediator
Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 28 February 2016.
18 Wawancara dengan bapak Kamardi, Hakim Mediator
Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 25 April 2016.
19 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator
Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2016.
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apapun usaha yang dilakukan mediator
dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila
tidak didukung oleh iktikad baik para pihak
untuk dirukunkan serta kesadaran masing-
masing pihak akan kekurangannya sehingga
dapat saling memaafkan dan memulai hidup
rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak
Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan
menerima Termohon/Tergugat untuk hidup
bersama.20
Sedangkan faktor-faktor penghambat ke-
berhasilan mediasi adalah sebagai berikut:
1. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu
pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat
keinginannya untuk bercerai. Kedatangan
mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi
akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian
yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga
hal ini yang sering menyulitkan mediator
untuk mengupayakan perdamaian.21
Mediasi belum banyak mendapatkan perhatian
lebih dari masyarakat sebagai alternatif
penyelesaian sengketa. Selain itu, perkara
perceraian di dalamnya mengandung unsur
emosional sehingga diperlukan kesesuaian
kehendak para pihak untuk mencari kata
sepakat. Hal ini seringkali menjadi hambatan,
karena penggugat cenderung bertahan
dengan gugatannya dan tergugat tidak
menghendaki demikian. Akibatnya proses
mediasi akan macet, dan pada akhirnya
penyelesaian perkara diserahkan melalui
proses pemeriksaan persidangan (litigasi).
2. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.
Sikap para pihak yang enggan untuk berdamai.
Biasanya masalah ini muncul pada perkara
perceraian yang disebabkan oleh hal yang
prinsip serta melibatkan harga diri, kehormatan
dan martabat pihak yang berperkara. Selain
itu, adanya keyakinan akan kebenaran isi
gugatan atau kemenangan dalam suatu
perkara dapat juga membuat mereka tidak
bersedia berdamai, mereka melihat bahwa
perdamaian hanya akan merugikan mereka,
karena ia tidak akan memperoleh secara
keseluruhan seperti yang dikehendaki dalam
isi petitum gugatannya.
Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah
terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak
tidak dapat diredam emosinya, sehingga para
pihak tidak dapat menerima lagi masukan-
masukan dari mediator dan merasa benar
sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/
Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak
Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun
lagi.
3. Faktor Psikologi atau Kejiwaan.
Kekecewaan yang sangat dalam terhadap
pasangan hidupnya seringkali memunculkan
rasa putus harapan seseorang akan ikatan
perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan
lain kecuali mengakhiri perkawinannya.22
Penutup
Berdasarkan analisa efektivitas mediasi
dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas 1A, penulis menyimpulkan bahwa
mediasi berhasil namun belum efektif karna
tingkat keberhasilannya masih sangat rendah.
Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah
sebagai berikut:
1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam
menjalani proses mediasi masih sangat
rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab
utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan
Agama Bengkulu Kelas 1A.
2. Budaya masyarakat yang beranggapan
bahwa perceraian bukanlah sebuah aib
bagi pribadi maupun keluarga. Begitu pula
kemajuan tingkat pendidikan dan ekonomi
masyarakat turut mempengaruhi persepsi
bahwa perceraian bukanlah masalah dalam
menjalani kehidupan.
3. Walaupun sudah ada fasilitas dan sarana
mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas
1A tetapi masih kurang memadai baik dari
segi ruang mediasi ataupun fasilitas penunjang
didalamnya.
4. Kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator
masih kurang merata dan hanya ada  6 (enam)
orang hakim yang telah mengikuti pelatihan
mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah
Agung RI.
20 Wawancara dengan bapak Kamardi, Hakim Mediator
Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 25 April 2016..
21 Wawancara dengan bapak Rozali, Hakim Mediator
Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 28 February 2016.
22 Wawancara dengan bapak Salim Muslim, Hakim Mediator
Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2016.
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